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ABSTRAK 
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DI TINGKAT 

PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DALAM 
MENANGGULANGI ILLEGAL LOGGING 

DI PROVINSI SUMATERA UTARA 
(Stttdi Kast1s Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 

Provinsi St1matcra Utara) 
KRISTO PER 

198400311 

Maraknya tindak pidana illegal logging mcngakibatkan bcrbagai bencana alam 
scperti banjir dan longsor di Provinsi Sumalcra Utara pcnulis teliti mcmbuat 
penulis tertarik mcngangkat kasus ini mcnjadi bahan pcnelilian pcnulis. 
Pennasalahan penclitian ini adalah Bagaimana upaya hukum Oinas Lingkungan 
Hidup clan Kehutanan Provinsi Sumatcra Utara mclakukan Penyclidikan dan 
Pcnyidikan dalam mcnanggulangi Illegal logging di Provinsi Sumatcra Utara dan 
adapun mcnjadi faktor penghambat pihak Dinas Lingkungan Hidup dan 
Kchutanan Provinsi Sumatera Utara dalam mcnanggulangi Illegal Logging 
Mctode penelitian ini yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dcngan 
menelaah teori. Data ini bersumber dari data sekunder yaitu sumber data yang 
diperoleh secara tidak langsung. Upaya Hukum Dinas Lingkungan Hidup Dan 
Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Mclakukan Penyelidikan Dan Penyidikan 
Dalam Mcnanggulangi Illegal Logging Di Povinsi Sumatera Utara. Upaya 
prevcntif dan Usaha represif. tindak pidana Illegal Logging diatur pada Undang­
Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan 
Pengrusakan Hutan. Faktor penghambat pihak Dinas Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam mcnanggulangi Illegal logging di 
Provinsi Sumatera Utara yaitu Lemahnya Koordinasi antar pcnegak hukum, 
meningkatnya Modus Operandi pelaku Illegal Logging, Kurangnya sarana dan 
prasarana. 

~1ta kunci: Hutan, Tindak Pidana, Illegal Logging 
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ABSTRACT 

EFFECTIVENESS OF LAW ENFORCEMENT AT THE 

INVESTIGATION AND INVESTIGATION LEVEL IN 

TACKLING ILLEGAL LOGGING IN THE 

PROVINCE OF NORTH SUMATRA 

(Case Study of the Environment and Forestry Service 

North Sumatra Province) 

KRISTO PER 

198400311 

The rise of illegal logging crimes has resulted in various natural disasters such as 
fl~o.ds an~ landslides in North Sumatra Province, making the author interested in 
ratstng this case as the author's research material. The problem of this research is 
how the legal efforts of the North Sumatra Provincial Environment and Forestry 
service to conduct investigations and investigations in tackling Illegal Logging in 
North Sumatra Province and as for the inhibiting factors of the North Sumatra 
Provincial Environment and Forestry Service in tackling Illegal Logging This 
research method is normative juridical, namely an approach that is carried out by 
examining the theory. This data is sourced from secondary data, namely data 
sources obtained indirectly. Legal Efforts of the North Sumatra Provincial 
Environment and Forestry Service to Conduct Investigations and Investigations in 
Overcoming Illegal Logging in North Sumatra Province. Preventive efforts and 
repressive efforts. Illegal Logging criminal acts are regulated in Law Number 
18of 2013 concerning Eradication and Prevention of Forest Destruction. The 
inhibiting factors of the North Sumatra Provincial Environment and Forestry 
service in tackling Illegal Logging in North Sumatra Province are weak 
coordination between law enforcers, increasing modus operandi of Illegal 
Logging perpetrators, lack of facilities and infrastructure. 

Keywords: Forest, Crime, Illegal Logging 
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1.1 Latar Belakang 

Sejak lahir, manusia 
SUdah b h 

er ubungan d . 
Lingkungan hidup merupak engan hngkungan hidup. 

an sumber 
pertama dan te . 

berbagai kebutuhan man . rpenting hagi pemenuhan 
us1a. Berkaitan dengan I' 

Pasal 59 ayat (4) u d •ngkungan hidup diatur dalam 
n ang-Undang No1nor 32 T 

. ahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan L1ngkungan H'd 1 up. Definisi Ii ku . 

ng ngan h1dup menurut Pasal 59 
ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Th 

Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah k 
a un 2009 tentang Perlindungan dan 

esatuan ruang dengan semua benda, daya, 

keadaan, dan makhluk hidup te k . 
, rmasu manus1a dan perilakunya yang 

mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan 

manusia serta makhluk hidup lain.1 

Rutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata 

bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, 

sosial budaya maupun ekonomi secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan 

harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara 

berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi 

sekarang maupun yang akan datang. Hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha 

Esa yang dianugerahkan kepada manusia merupakan kekayaan alam yang 

tidak temilai harganya. Kekayaan alam yang dimiliki ini tidak akan ada 

artinya -jika kita kurang mampu mengelola dan memanfaatkannya dengan 

N r 32 Tabun 2009 Tentang Per/indungan dan 
1 Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang o1110 

Penge/olaan Lingkungan liidup 
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I 

sebaik-baiknya. Sehingga banyak masyarakat yang tidak bisa menikmati 

kekayaan yang dimiliki. Padahal sudal1 jelas diatur dalam Undang-Undang 

Oasar (UUD) 1945 yang terdapat pada pasal 33 ayat (3) yang berbunyi : 

"Bumi, air dan kckayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh 

Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemalonuran rakyat". Maka 

penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat 

kcrakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan.2 

Sebagaimana tercantum pada Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 1999 Tcntang Pokok-Pokok Kchutanan, bahwa hutan adalah suattt 

kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati 

yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang 

satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.3 Maka dari itu dapat dikatakan 

bah\va hutan adalah penyangga bagi kehidupan manusia yang didalamnya 

terdiri dari berbagai komponen-komponen sumber daya alam terutama yang 

bisa dimanfaatkan manusia untuk mengoptimalkan aneka f ungsi hutan. 

Namun pada kenyataannya meskipun ada peraturan dan pcrundang-undangan 

tersebut masih banyak ditemukan praktek-praktek kejahatan antara lain seperti 

pembalakan liar (illegal loggi11g). 

Pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tcntang kehutanan sudah 

dicabut dan digantikan dengan ketentuan Pasal 50 ayat I dan ayat 3 hun.1f a, 

huruf f, huruf g, huru f h, scrta huruf k UU NOmor 41 tahun 1999 dicnbut dan 

dinyatakan tidak bcrlaku. Digantinya Undang-Undnng tcrscbut diknrcnakan 

tidak mcnyertakan adanya pelaku pcn1balaka11 I iar tcrscbut, 1naka dnri itu 

2 Abdul Muis Yusuf. Mohamad ·raufik f\1akarn,vo. I l11k11n1 A.'1•'111ta11t111 tli lntlonesia, 
(Jakurtn: Rinckn Ciptn,2014) f-fnl.3 . 

3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 7entang l'nk(l/c.J•oknk Kel111tano11 

2 
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adanya Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pen1sakan Hutan. 

Kosakata Illegal logging merupakan kosakata yang paling populer karena 

hampir semua media massa, baik media massa clektronik maupun koran 

me1nuatnya karena bersentuhan langsung dengan pengambilan hasil hutan kayu 

dan nonkayu yang tidak sal1 (illegal). Kenapa kosakata ini muncul karena hasil 

dari praktik illegal logging ini negara sangat dirugikan. Mcnurut Sukardi kalau 

ditelusuri secara cermat penegertian illegal logging dala1n peraturan perundang-

undangan, khususnya dalam Undang-Undang Kehutanan, tidak akan ditemukan 

secara jelas mengenai pengertian tersebut. Dalam The Contemporary English 

Indonesian Dictionary sebagaimana yang diikuti salim, illegal artinya tidak sah, 

dilarang atau bertentangan, dengan hukum, ha.ram. Dalam Black's Dictio11ary, 

illegal artinyaforbidde11 by lalv, unla'rvful 's artinya yang dilarang menurut hukum 

atau tidak sah. Log dalam bahasa inggris artinya, batang kayu atau kayu 

gelondongan., dan logging artinya, 111cnebang kayu dan membawa ke tempat 

gergajian. 4 

Defenisi lain dari pcnebangan liar adalah bcrasal dari tcmu karya yang 

diselcnggarakan oleh Lcmbaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia Telapak 

Tahun 2002, yaitu5 illegal loggi11g adalah operasi/kegiatan kehutanan yang belum 

mcndapat izin dan yang merusak. Forest JVatch Indonesia (F\Vl) dan Global 

Forest Watch (G f'W) mcnggunakan istilah"pcmbalakan ilcgal" ynng n1cn1pakan 

' Salim, dalam suknr<li, 11/e~al Lo~~ln~. D"''"" Pcr.vpekt/f Politlk J l11k11111 I'icla11t1 (kasus 
pap11a), Univcr.vilas Atn1a Jaya, (Yogynknrtn: cctnknn pcrtnn1n. 2015) hnl. 72. 

' Oo\vn to Earth, No. 53/54, Agustus 2002. Nota Kc.~epalu1111a11 (AIOU) Jndo11esla-l11i:J!,ris 
mengenai l'enehangan Ka)111 liar, dari \Vcbpngc http://\V\V\V,dl\:,gn.nn£. Org./53iMo.httn: (dikutip: 
tanggal 20 februuri 2023, pada pukul 17:52 \vib), hal. J. 
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istilah dari penebangan liar(illegal logging), yang menggambarkan sc1nua praktik 

atau kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan dan 

perdagangan yang tidak scsuai dengan hukum Indonesia. Lebih lanjut FWI dan 

GFW membagi penebangan liar (illegal logging) menjadi dua, yaitu: 

pertama yang dilakukan oleh operator sah yang melanggar ketentuan-

ketcntuan dalam izin yang dirnilikinya, lalu, melibatkan pencuri kayu, pohon-

pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk 

menebang pohon. 

Bertitik tolak dari pengcrtian illegal logging di atas, pengcrtian illegal logging 

diberikan oleh Rahma\vati Hidayati dkk. Mengatakan bahwa, illegal logging 

berdasarkan terminologi bahasa berasal dari dua suku kata, yaitu illegal yang 

berarti praktik praktik tidak sah dan logging yang berarti pembalakan atau 

pemanenan kayu. Dengan demikian illegal logging dapat diartikan sebagai praktik 

pennanenan kayu yang tidak sah. Dari aspek simplikasi scmantik illegal logging 

sering diartikan sebagai praktik pcncbangan liar. Adapun dari aspek intcgratif, 

illegal logging diartikan sebagai praktik pemanenan kayu beserta prosesnya secara 

tidak sah atau tidak mengikuti prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan. Proses 

tersebut mulai dari kegiatan perencanaan, perjanjian, pennodalan, aktifitas 

mcmanen, hingga pasca permanenan yang meliputi pcngangkutan, tata niaga, 

pengolahan, hingga pcnyeludupan.6 

Masalah illegal logging mcngnkibatkan bcrbagai bcncana ala1n scpcrti banjir 

dan longsor, hat in i bcrkaitan dengan dofercstasi clan dcgradnsi lingkungan yang 

6 R.ahmi Ilidayati 0 . dkk, Per11bera11ta.fa11 llh·Knl l.o~~/11~ tfa11 l't' ll)'ef1u/11pn11 K<1)"1t: 
A:fe/alui Kelestarian Hulan dan Peningkatan Klnerjll .S'ektor Keh11ta11a11, , (Tunggen1ng: Wuna 
aks:ira, 2016) hat. 128. 
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tcrus berlangsung tanpa henti. Selain itu, pembalakan liar (illegal Jogging) 

1nengakibatkan kehancuran su1nber daya hutan yang tidak temilai harganya. 

Seperti yang terjadi di Provinsi Sumatcra Utara, sudah dalam tahap yang 

menukha\vatirkan. Berdasarkan status tanah, kawasan Provinsi Surnatera utara -
rata-rata merupakan hutan produksi yang sangat Juas dan berbaur dengan 

pemukiman masyarakat yang memiliki lahan sa\vit. 

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara 

rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka 

menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat 

diberikan kepada pelaku kejahatan, ben1pa sarana pidana maupun non hukum 

pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana 

pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksa.nakan 

politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil 

perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu 

7 \vak1:u dan untuk masa-rnasa yang akan datang. 

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu 

sebagai berikut, Konsep penegakan hukum yang bersifat total (total enforcen1ent 

concept) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang nonna huku1n 

tersebut ditegakkan tanpa terkecuali, Konsep penegakan hukum yang bersifat 

penuh (full enforceme11t concept) yang rnenyadari bah\va konsep total perlu 

dibatasi dengan hukum acara dan scbagainya demi perlindungan kepcntingan 

individual, Konsep penegakan hukum actual (actual e11forcen1ent concept) yang 

muncul setelah diyakini adanya diskrcsi dala1n pcncgakan hukun1 karena 

7 Barda Nawa\\"i Arief. Kebijakan /lukum Pidana, (Bandung: PT. Cilm Adilya Dnkti, 
2013) h:il. 109. 

5 
----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 4/9/25 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)4/9/25 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA 

Kristoper - Efektivitas Penegakan Hukum Di Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Menanggulangi Illegal Logging…

 



• 

keterbatasan-keterbatasan, baik yang bcrkaitan dengan sarana prasarana, kualitas 

sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya 

partisipasi masyarakat.1 

Penegakan hukum illegal logging merupakan suatu kejahatan tidak terlepas 

dari kebijakan pidana atau crin1inal lmv policy. Suatu usaha untuk 

me\'rojudkan suatu peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan 

keadaan dari situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Dalam 

kebijakan pidana ini secara operasional harus melengkapi unsur-unsur sebagai 

berikut: pertama, kebijakan legislatif yaitu tahapan perumusan/penyusunan hukum 

pidana. Kedua, kebijakan yudikatif yaitu tahap penerapan hukum pidana. Ketiga, 

kebijakan eksekutif yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana. Namun, sebaik 

peraturan hukum yang dipersiapkan belum dapat menjadijaminan bilamana dalam 

penerapannya tidak dilakukan dalam suatu sistem peradilan pidana yang 

terpadu.9 

Misalnya. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, telah disebutkan 

mengenai tugas dan wewenangnya yang antara lain, selaku alat negara, polisi 

sebagai penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib umum, 

melaksanakan tugas kepolisian selalu pengayom dalam memberikan 

perlindungan dan elayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentunan 

peraturan perunang-undangan, Secara Iebih khusus. 

Peran kepolisian dalam penegakan hukum diatur dalam pasal 14 ayat l 

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian negara Republik 

1 
Mardjono Reksodipuro, Krimino/ogi dan Sistem Peradilan Pldana K11mp11lan Karanga11 

Buku Kedua,( Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengalxlian Hukum Lembaga Kriminologi 
Univcrsitas Indonesia,2014) llal. 214 

9 AL. Wisnu Wisnubroto, Kebijak'lln Hukum Pidanu .Dulnm Pennnggulnngan 
Pcnyalahgunaan Komputcr, (Yogyakarta: Univcrsitas Atmajaya, 2015) hal. 11. 

6 
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lndonesia yang berbunyi: ''Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Polri bertugas 

melaksanakan pengaturan, penjagaan, penga\valan, dan patrol terhadap kegiatan 

masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan". 

Pada tahap pertama dalam penegakan hukum, kepolisian melakukan 

penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindakan pidana sesuai dengan 

Hukum Acara Pidana dan peraturan Perundang-undangan lainnya, 

menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, dan 

Jaboratorium forensik serta psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas 

KepoJisian, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. 

Kemudian tahap kedua, hasil penyelidikan dan penyidikan polisi ditindak 

Janjuti oleh pihak kejaksaan untuk melakukan penuntutan, Sebagai penuntut 

umum, Pasal 30 Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI 

menyebutkan sebagai berikut: Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan 

\Ve\venang yaitu, 10 Melakukan penuntutan, Melaksanakan penetapan hakim dan 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Melakukan 

pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana 

pengawasan, dan keputusan Jepas bersyarat, Melakukan penyelidikan terhadap 

tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, Melengkapi berkas perkara 

tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum 

dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan 

penyidik, dan Jain sebagainya. 

Berdasarkan konteks ini, jaksa sebagai penuntut umum benvenang untuk 

melakukan penuntutan terhadap kejahatan illegal loggi11g. Suatu perbuatan yang 

10 Pudi Rahardi. H. Hu/cum Kepolisian Kemandirian, Pr<Jjesionalisme dan Reformasi 
Polri, Cetakan Ke-I, (Surabaya: Laksbang Grafika, 2014), hat. 56. 
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dilakukan secara individual atau korporat, perbuatan yang mengakibatkan 

pengrusakan hutan yang berdatnpak ncgatif salah satunya adalah kejahatan 

penebangan liar (illegal logging) yang merupakan kegiatan penebangan tanpa 

izin dan/atau merusak hutan, bahwa kegiatan penebangan hutan (illegal 

logging) ini merupakan kegiatan yang unpredictable terhadap kondisi hutan 

setelah penebangan, karena diluar perencanaan yang telah ada. 11 

Kemudian tahap ketiga, peradilan yaitu hakim-hakim berfungsi memeriksa 

alat-alat bukti, saksi-saksi, keterangan, dan pengakuan lainnya yang diharuskan 

oleh Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Bahkan dalam kondisi tertentu, proses 

permulaan dari suatu kasus sudah mulai melibatkan adanya pengacara. Ia bertugas 

untuk melakukan pengawalan dan pengawasan terhadap hak-hak terdakwa dalam 

penyelidikan dan penyidikan. Jangan sampai, hak-hak dasar dari terdakwa tidak 

terlindungi karena tekanan pihak penagak hukum sebagai perwakilan dari 

kekuatan negara. Dengan demikian, keterlibatan polisi dalam melakukan 

penyelidikan dan penyidikan, keterlibatan jaksa sebagai penuntut umum dalam 

mempersiapkan dan membuat dakwaan. Tersedianya alat-alat bukti yang valid 

dan sah~ serta pemahaman hakim terhadap kasus dan ketelitiannya dalam 

pemeriksaan antara pengujian norma hukum merupakan prasyarat penting dalam 

mencari kebenaran materiel secara umum, dan khususnya dalam kasus-kasus 

illegal logging. 

Berdasarkan uraian diatas, dengan mclihat kekurangan-kekurangan banyak 

kasus tindak pidana illegal logging pada saat ini khususnya di\vilayah Provinsi 

Sumatera Utara menjadi alasan ketertarikan penulis tcrtarik untuk melakukan 

11 
Lihat Suknrdi, Illegal Logging Dalt1n1 Pcrspcktlf Politlk H11k11n1 Plclana (Kasus Papua), 

(Yogyakarta: Univcrsitas Atmojoya,2014) ha!. 74. 
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penelitian dan pembahasan tentang tindak pidana illegal logging terutama 

semakin banyaknya kasus illegal logging. Sehingga penulis memiliki ketertarikan 

untuk mengetahui hal tersebut dengan mengangkat judul "Penegakan Hukum di 

tingkat Penyelidikan dan Penyidikan dalam Menanggulangi Illegal Logging di 

Provinsi Sumatera Utara." 

I.2 Rumusan Masalah 

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

I. Bagaimana upaya hukum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi 

Sumatera Utara melakukan Penyelidikan dan Penyidikan dalam 

menanggulangi Illegal Logging di Provinsi Sumatera Utara? 

2. Apakah yang menjadi faktor penghambat pihak Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam menanggulangi Illegal Logging di 

Provinsi Sumatera Utara? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian proposal ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui upaya hukum pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan 

oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam 

menanggulangi Illegal logging di Provinsi Sumatera Utara. 

2. Untuk mengetahui apa saya faktor penghambat pihak Oinas Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam menanggulangi Illegal Logging 

di Provinsi Sumatera Utara. 
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1.4 Manfaat Pcnelitian 

Manfaat yang dapat diarnbil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara 

Jain: 

1. Secara teoritis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk 

melahirkan beberapa konsep ihnial1 yang pada gilirannya akan 1nemberi 

surnbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya 

mengenai pelaksanaan lidik dan sidik dalam perkara tindak pidana Illegal Logging 

oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Su1natera Utara. 

2. Secara praktis 

a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar 

Jebih memahami pelaksanaan lidik dan sidik dalam perkara tindak pidana 

fllega/ Logging oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi 

Sumatera Utara. 

b. Sebagai bahan infonnasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis 

untuk menambah wawasan dalam bidang hu.kum kepidanaan terkait 

pelaksanaan lidik dan sidik dalam perkara tindak pidana Illegal Logging oleh 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. 

1.5 Keaslian penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan infonnasi 

dan penelusuran kepustakaan dalam skripsi ataupun jurnal, belum ada penelitian 

yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi 

ataupun jurnal yang berhubunan dengan topik dalatn skripsi ini antara lain: 
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1. Zulkamain Wahyudi Harahap, Mahasis\va Strata satu Fakultas Hukum 

Universitas Medan Area dcngan judul skripsi "Aspek Hukum Terhadap Sebab 

Terjadinya Tindak Pidana Illegal Logging (Studi Kasus Polda Sumut)". 

Pennasalahan yang dibahas yaitu: 

a. Apa penyebab terjadinya Illegal Logging? 

b. Bagairnana penegakan hukum pidana dalam hubungannya dengan 

penanggulangan Illegal Logging? 

2. Akhmad Mujahid1 048400243 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan 

Area dengan judul "Suatu Analisis Hukum Terhadap Sebab Terjadinya Tindak 

Pidana Illegal logging". Pennasalahan yang dibahas yaitu: 

a. Apa saja faktor terjadinya tindak pidana Illegal Logging'? 

b. Bagaimana cara penganggulangan tindak pidana Illegal Logging? 

3. M. AL. fkhsan, 168400011, Mahasis\va Strata Satu Fakultas Hukum 

Universitas Medan Area dengan judul skripsi "Peran Palisi Kehutanan Dalam 

Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging Di Kawasan Hutan Tarnan 

Nasional Gunung Leuser Seksi Pengelolaan Wilayah VI Besitang". 

Permasalahan yang dibahas yaitu: 

a. Bagaimanakah peran Polisi Kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana 

Rlegal Log~ng di kawasan Hutan Tarnan Nasional Gunung Leuser Seksi 

Pengelolaan Wilayah VI Besitang? 

b. Apakah yang menjadi faktor-faktor penghambat peran Palisi Kchutanan dalam 

mengatasi tindak pidana Illegal Logging di kawasan Hutan Taman Nasional 

Gunung Leuser Seksi Pengelolaan Wilayah VI Besitang? 

11 
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II; .,,,... • y I I I 

Berdasarkan pemaparan diatas penelitian penulis yang bcrjudul "Efektivitas 

Penegakan Hukum Di Tingkat Penyidikan dan Penyilidikan Dalam 

Menanggulangi Illegal Loggil1g Provinsi Sumatera Utara di Provinsi Sumatera 

Utara (Studi kasus Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi 

Sumatcra Utara)" memiliki perbedaan dengan penelitian ilmiah sebelumnnya, 

yang dimana penelitian ini membahas tentang bagaimana Dinas Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam penegakan hukum pidana 

Illegal Logging di Provinsi Sumatera Utara dengan rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana upaya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi 

Sumatera Utara melakukan Penyelidikan dan Penyidikan dalam 

menanggulangi Illegal Logging di Provinsi Sumatera Utara? 

2. Apakah yang menjadi faktor penghambat pihak Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam menanggulangi Illegal Logging di 

Provinsi Sumatera Utara? 

Pada penelitian sebelumnya yang di jabarkan atas bahwa pada penelitian 

sebelumnya membahas tentang peranan, pengawasan, serta pencegahan Illegal 

Logging yang di lakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi 

Sumatera Utara sehingga keaslian penulisan ini dapat dipertanggungja\vabkan 

secara ilmiah. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Umun1 Tcntang Pencgakan Hukum 

2.1.1 Pengcrtian Pcncgakan Hukum 

l\1enurut Satjipto Raharjo dalam buku "hukum dan masyarakat", penegakan 

hulallll merupakan suatu usaba untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, 

kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide 

inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Sebelum membahas 

mengenai penegakan hukum pidana, terlebih dahulu penulis akan menguraikan 

pengertian hukum pidana itu sendiri.12 Menurut Moeljatno hukum pidana adalah 

bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang 

mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: 

a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang boleh dilakukan, yang dilarang, 

dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang 

siapa melanggar peraturan tersebut. 

b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar 

Jarangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebgaimana yang 

telah diancamkan. 

c. Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada 

orang yang disangka telah melanggar peraturan tersebut. 13 

Kemudian menurut Soerjono Soekanto, pencgakan hukum mcrupakan suntu 

tindakan menyeimbangkan antara nilai yang hubungan nilai-nilai yang tcrjabarknn 

didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang n1antap dan sikap tindak scbagai 

12 Satjipto Rahar<ljo, H11kt1111 clan Alasyar<1kat, (Dnndung: Angknsn.2014) hul. 15. 
13 Tonga!, Dasar-Dasar fl11kt1111 Plclana l11cl1111c.rfn, (Malung: lJMM Press, 2012) hnl. 13-

I 4. 
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rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk 1nenciptakan, mcmelihara dan 

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Norma hukum dapat berfungsi 

secara nyata atau dengan kata lain penegakan norma hukum itu sendiri yang 

dijadikan dasar oleh manusia dalam berperilaku dalam melakukan hubungan 

huk'lllll merupakan bagian dari penegaka.n hukum itu sendiri. Dalam hal ini 

penegakan huku.m adalah suatu usaha yang tujuannya untuk memunculkan ide dan 

konsep hukum itu menjadi kenyataan dalam kehidupan bennasyarakat.14 

Menurut Gustav Radbruch hakim dalam menegakkan hukum harus 

memperhatikan 3 (tiga) unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional 

yaitu: 

I) Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan se\venang-

\venang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang 

diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya 

kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan 

lebih tertib. 

2) Keadilan adalah harapan yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. 

Berdasarkan karakteristiknya, keadilan bersifat subyektif, individualistis dan 

tidak menyamaratakan. 

3) Kemanfaatan dalam penegakan hukum merupakan hal yang tidak bisa 

dilepaskan dalam mengukur keberhasilan penegakan hukum di Indonesia. 

Kcmanfaatan disini diartikan scbagai kebahagiaan (/1appiness). Hukum yang 

baik adalah huku.m yang memberikan kebahagiaan bagi banyak orang. 15 

14 Soerjono Socknnto.Faktor-Falctor Yang Afen1pc11garuhl Pe11el!l!aka11 H11k11111, CctakC111 
Kelima, (Jakarta: Raja Grafindo Pcrsada 2014) hat. 31. 

rs Fence \Vantu, Kepastian H11/c11111, Keadi/a11, tfa11 Kc111a11fnata11 ( b11ph•111c11tasi Dala111 
Proses Peradilan Perdata), (Yogyakarta: Pustaka l'clajar 2014), hat. 75 

14 
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• 

2.1.2 Konscp Pencgakan Hukum 

Penegakan hukun1 diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu scbagaj berikut 

a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement concept), 

artinya konsep ini menuntut bah\va nilai-nilai yang terdapat dibelakan norma 

huf...'Ulll itu harus ditegakkan tanpa tekecuali. 

b. Konsep penegakan hukum yang bersifat pcnuh (full enforcement concept), 

artinya bahwa konsep penegakan hukum yang bersifat total itu diperlukan 

adanya batasan-batasan, dimana batasan tersebut yaitu menggunakan hukum 

acara, yang mana tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan manusia 

secara pribadi. 

c. Konsep penegakan hukum actual (actual enforce111ent concept), konsep ini ada 

setelah munculnya diskresi dalam penegakan hukum karena adanya 

keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber 

daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi 

masyarakat. 

2.1.3 Pembagian Penegakan Hukum 

Penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 

a. Ditinjau dari sudut subyeknya; 

Pengertian penegakkan hukum dari segi subyeknya terbagi dua, yaitu dalam 

artj Juas dan arti sempit. Dalam arti luas, Penegakkan hukum berarti menegakkan 

hukum yanng harus melibatkan semua subjek hukum dalam sctiap hubungan 

hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan scsuatu 

atau tidak melakukan scsuatu dcngan mcndasarkan diri pada nonnn aturan huku1n 

15 
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yang berlaku, berarti dia menjalan.kan atau mencgakkan aturan hukum. Dalam arti 

sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur pcnegakan 

hukum tertentu untuk menjamin dan inemastikan bahwa suatu aturan hukum 

berjalan sebagaimana seharusnya. 

b. Ditinjau dari sudut obyeknya. 

Pengertian penegakkan hukum dari segi obyeknya terbagi dua, yaitu dalam 

arti Juas dan dalam arti sempit. Dalam arti Juas, penegakkan hukum berarti 

menegak.kan hukum dengan mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya 

terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam 

bennasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut 

penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.16 

2.2 Tinjauan Umum Tentang Penyelidikan dan Penyidikan 

2.2.1 Pcngcrtian Pcnyclidikan 

Berdasarkan Kitab Undang-Undang 1-lukum Acara Pidana Nomor 8 tahun 198 l 

PasaJ J angka (5) ditegaskan ba11wa Penyelidikan adalah serangkaian tindakan 

penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristi\va yang diduga sebagai 

tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan 

menurut cara yang diatur dalam undang undang ini. Penyelidikan dilakukan 

sebelum penyidikan, penyelidikan berf ungsi untuk mengetahui dan menentukan 

pcristiwa apa yang scsungguhnya telah terjadi dan bertugas mcmbuat bcrita acara 

serta Japoran yang nantinya merupakan dasar pcrmulnan penyidikan. lstilah 

penyidikan dipakai sebagai istilah dalam hukum sejnk pada tahun I 961 dimuat 

16 Shant Dcllyana, Kon.re11 Penegakan ! !11k11n1. ( Yogynknrtn: I .ibcry 2016) hnl. 3 7. 

16 
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" 

dalam Undang-Undang Nomor J 3 tahun 1961 tcntang Ketentuan-Ketentuan 

Pokok Kepolisisan Negara. 

Menurut pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara Pidana, sebelum melakukan penyidikan, maka terlebih 

dahulu dilak'Ukan penyelidikan karena merupakan salah satu cara atau metode atau 

sub dari pada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan Jain, yaitu penindakan 

yang berupa penangkapan~ penahanan, pcnggcledahan, penyitaan, pemerik.saan 

surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada 

penuntut umum. Jadi, sebelum melakukan penyidikan, maka dilakukan terlebih 

dahulu penyelidikan oleh pejabat penyelidik untuk mengumpulkan bukti 

pennulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak Ian jut penyidikan. 

2) Tugas dan \Ve\venang Penyelidik 

Berdasarkan Pasal 5 ayat (J) butir a KUHAP, penyelidik memilikj \Ve\venang 

yakni: 

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana 

b. Mencari keterangan dan barang bukti 

c. Menyuruh berhenli seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa 

tanda pengenal diri 

d. Mengadakan tindakan Jain rnenurut hukum yang bertanggungja\vab. 

Adapun tindakan lain yang dimaksud adalah tindakan penyelidik untuk 

kepentingan pcnyelidikan, dengan syarat-syarat, antara lain: 

a Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum 

b. Selaras dengan ke\vajiban hukum yang rnenghan1skan dilakukannya tindakan 

jabatan 

17 
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c. Tindakan tersebut harus patut dan rnasuk akal dan tcrmasuk dalam lingkungan 

jabatanya 

d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan inemaksa 

e. Menghormati Hak-Hak Asasi Manusia. 

2.2.2 Pengcrtian Pcnyidikan 

Salah satu rangkaian dalam menyelesaikan kasus dalam acara pidana tennasuk 

tindak pidana korupsi adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan 

terhadap tindak pidana ataupun tindak pidana korupsi. Salah satu hal yang paling 

penting dalam suatu tindakan pemberantasan korupsi adalah pada saat penyidikan. 

Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-

tabap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya 

dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu, keberadaan tahap 

penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang 

mengatur mengenai tindak pidannanya.17 

Penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan 

mengumpulkan bukti agar dapat ditemukan tersangka, sedangkan menurut K. 

Wantjik Saleh yang dikutip dalam jurnal l1ukum Sahuri Lasmadi, mengartikan 

penyidikan adalah usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran 

tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan 

itu, dan bagaimana sifat perbuatan itu serta siapakah yang terlibat dengan 

perbuatan itu.18 

17 1 libnu Nugroho, !ntegra/isasi fJeTJyidikan Tindak ! 1/dana Korupsl cli J11do11r.t ia, 
(Jakarta: Media Aksara Prima, 2012), ha!. 67. 

18 Sahuri Lasmadi, Tumpang ·rindih Kc\vcnnngnn Pcnyidiknn Pndn ·rindak l'idnnn 
Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidnnn, j11r11al //11111 /111k1u11, Vol.2, No.3( Juli.2018).hul. 
I 0. 
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Tahap penyidikan terhadap suatu perkara biasanya dilakukan setelah penyidik 

mengetahui ada11ya suatu peristi\va )'ang diduga men1pakan suatu tindak pidana. 

Di samping itu, penyidikan juga akan dimulai apabila penyidik menerima Japoran 

ataupun pengaduan tentang dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. 

Sehubungan dengan ha! tersebut, salah satu teoritis hukum, Yal1ya Harahap 

memberikan penjelasan mengenai penyidik dan penyidikan adalah sebagaimana 

yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum Pasal I Butir I dan 2, 

merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat 

POLRI atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang oleh Undang-

Undang. Berbeda ha! nya dengan penyidik, sesuai dcngan cara yang diatur dalam 

Undang-Undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu 

membuat atau menjadi terang suatu tindak pidana yang terjadi, serta sekaligus 

menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.19 

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal I angka 2 KUHAP, penyidikan 

adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menun1t cara yang diatur 

dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan 

bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 

tersangkanya. Adapun tugas penyidik adalah melaksanakan penyidikan untuk 

mencari dan mengumpulkan barang bukti guna membuat terang tindak pidana dan 

mengetahui pelakunya. 20 

Penyidik dalam melaksanakan penyidikan harus mempcrhatiknn dnn n1enjunjung 

tinggi hukum yang berlaku, agar hak-hak tcrsangka tctnp dilindungi dnn dijntnin 

19 Ibid, hal. 15. 
20 lfamzah Andi, Pengantctr fl11k11m ,.Jc:ura l' /1/111111 /ru/1111t'.f it1, (Juknrtu:uhnlin lndoncsin. 

2015), hal.120. 
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berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.21 Adapun tugas dan kewajiban 

penyidik disebukan dalam Pasal 8 KUHAP, antara lain: 

a) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam 

UndangUndang ini. 

b) Penyidik menyeral1kan berkas perkara kepada penuntut u1num. 

c) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), yaitu 

dilakukan: 

1. pada tahap pertama penyidik hanya menycrahkan bcrkas perkara; 

2. dalam hal penyidikan sudah dianggap; 

Serita acara yang disebutkan dalam Pasal 8, diatur dalam Pasal 75 Ki tab Undang-

Undang Huk'Um Acara Pidana (KUHAP), yaitu antara lain: 

1. Serita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang: 

a. pemeriksaan tersangka; 

b. penangkapan; 

c. penahanan; 

d. penggeledahan; 

e. pemasukan ru.mah; 

f. penyitaan benda; 

g. pemeriksaan surat; 

h. pemeriksaan saksi; 

• 
1. pemeriksaan di tempat kejadian; 

• J. pelaksanaan penetapan clan putusan pengadilan; 

21 Yudo\vidagdo Hcndrastanto, Kesurna Anang Suryanala. Adji Sutio Usn1an dan 
lsmunarto Agus, Kapita Se/ekla H11/n1m Acara l'hlu11t1 /11d11nesla, (Juknrtn:Oina J\ksam. 2017), hal. 
99. 
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k. pelaksanaan tindakan lain sesuai dcngan kctcntuan dalam Undang-Undang ini. 

2. Penyidik sebagaimana din1aksud dalam Pasal 6 ayat (I) hun.if b me1npunyai 

wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya 

masingmasing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan 

penga\vasan penyidik terse but dalam Pasal 6 ayat ( l) huruf a. 

3. Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat 

(2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Sebagaimana 

disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3), "dalam melakukan tugasnya sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (I) dan ayat (2), penyidik \vajib menjunjung tinggi 

hukum yang berlaku". Keterangan diatas jclas menuntut penyidik untuk selalu 

menjunjung tinggi hukum dan bertindak sebagaimana yang telah ditentukan 

dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.22 Schingga tidak 

merugikan dan mengabaikan hak tersangka atau pihak yang diperiksa. 

2.6 Tinjauan Umum Tentang Illegal Loggi11g 

2.6.1 Pengertian Illegal Loggi11g 

Dalam Undang-Undang istilah illegal logging memang tidak dijelaskan secara 

jelas, tetapi jika diartikan secara terminologi istilah illegal loggi11g ini berasal dari 

Bahasa Inggris. Menun1t The Conten1pory English Indonesia Dictinary istilah 

illegal berarti dilarang 1nenurut huku1n, sedangkan logging, berarti menebang 

kayu dan membawa ke tempat gergajian.23 Kemudian menurut International 

Tropical Timber Organization (lTIO), megartikan bah\va istilah illegal logging 

ini merupakan suatu kegiatan penebangan kayu yang tidak mencrapkan asas 

22 Ibid, hal. I OJ. 
21 Salim, Kan111s Jndo11esia fnggris, (Jnkartn: Modcn1 English Press 2011 ) hat. 925 . 

• 

21 
----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 4/9/25 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)4/9/25 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA 

Kristoper - Efektivitas Penegakan Hukum Di Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Menanggulangi Illegal Logging…

 



I 
• 

kelestarian. lstilah illegal logging j ika diartikan secara scmpit, maka hanya 

sebatas tentang penebangan pohon secara liar atau tidak sah, tetapi jika diartikan 

secara luas, maka illegal logging berarti suatu kegiatan yang melanggar ketentuan 

dalam perundang-undangan, khususnya dibidang Kehutanan, yang mencakup 

tentang perizinan, persiapan operasional, kegiatan produksi, pengangkutan, Tata 

Usaha Kayu (TUK), pengolahan dan juga pemasaran. 

Menurut pendapat Haryadi Kartodiharjo illegal logging merupakan 

penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan, 

yaitu berupa pencurian kayu didalam ka\Yasan hutan Negara atau hutan hak 

(milik) dan atau pemegang ijin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah 

ditetapkan dalam perizinan. Selain itu, illegal logging menurut bahasa berarti 

menebang kayu kemudian membawa ke tempat gergajian yang bertentangan 

dengan hukurn atau tidak sah menurut hukum. Dalam Inpres RI No.5 tahun 2001 

tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal (Illegal logging) dan Peredaran 

Hasil Hutan illegal di ka\vasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung 

Putting, istilah illegal logging disinonimkan dengan penebangan kayu ilegal. 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas, maka dapat disimpulkam 

bahwa illegal fogging adalah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan 

kayu ketempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu tidak mempunyai izin 

dari pihak yang berwenang sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan 

hukum yang berlaku, oleh karena dipandang scbagai suatu perbuatan yang dapat 

merusak hutan 

Jika diartikan lain, istilah illegal logging mcn1pakan serangkaian kcgiatan 

penebangan dan juga pengangkutan kayu mcnuju kc tcmpat pcngclolnnn, dimnnn 

22 
----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 4/9/25 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)4/9/25 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA 

Kristoper - Efektivitas Penegakan Hukum Di Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Menanggulangi Illegal Logging…

 



• 

ini kcgiatan yang terjadi pada tahap industri, yaitu mcliputi penebangan, tahap 

pegangkutan kayu, tahap pemrosesan, dan juga tahap pemasaran, kemudian juga 

kegiatan ekspor kayu yang melanggar ketentuan hukum, karena memang kegiatan 

ini tidak mendapatkan izin dari pihak yang benvenang. 24 

Bcrdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa illegal logging 

menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ke tempat gergajian 

yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. Menurut Inpres 

RI No.5 tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu I legal (illegal 

Logging) dan Peredaran Hasil Hutan ilegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan 

Taman Nasional Tanjung Putting Pulai, Kee. Kumai, Kabupaten Kota,varingin 

Barat, Kalimantan tengah. Istilah illegal logging disamakan atau disinonimkan 

dengan penebangan kayu ilegal/secara tidak sah.25 Illegal logging identik dengan 

istilah "pcmbalakan ilcgal" yang mana ini digunakan Forest Watc/1 Indonesia 

(FWI) dan Global Forest Watch yang tujuannya untuk menggambarkan semua 

kegiatan kehutanan yang berhubungan dengan pemanenan, pengclolaan dan 

perdagangan kayu yang tidak sesuai atau tidak sah menu.rut hukum di Indonesia. 

Kemudian Forest Watch /11donesia (FWI) juga membagi illegal logging menjadi 

dua bagian yaitu:26 

a. Illegal logging itu dilakukan oleh operator sah yang melanggar ketentuan-

ketentuan dalam izin yang dimilikinya. 

24 Novita Eleanora Fransiska, Tindak Pidana 11/egal logging 1\fe11ur11/ U11dang-U11dang 
No. 32 Tahun 2009 Tenlang Perlindungan dan Pengelolaa11 li11gk1111ga11 Hi<lt1/J, Jumal Hukum 
ADIL Univcrsitas MPU Tantular Jakarta. Vol. 3, No. 2, Tahun 2012, hat. 225. 

25 lnprcs RI No.S tahun 2001 tcntang Pcmbcrantasan Pcncbagan Kayu Illegal (Illegal 
Logging) dan Peredaran Hasil Hutan illegal di Kawnsan Ekosistcm Lcuscr dan Toman Nasional 
Tanjung Putting 

26 Bambang 1·ri Ba\vono dan Anis Mashdurohatun, J1e1111gaka11 1 /11k11111 fJlda11a 1/i Bit/an,~ 
Illegal Logging bagi kelestarian li11gk11nga11 I lidup clan 11paya /Je11ga11).!g11/a11J.!a1111J·a. J11r11al 
1 /11k11n1. Vol,26, No. 2. Tahun 2011, Unisula. ha/. 598. 

23 
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b. Melibatkan pencuri kayu, pohon ditebang olch orang yang tidak memiliki hak 

yang sah dalan1 melak1.1kan penebangan pohon. 

Istilah hutan merupakan terje1nahan dari kata bos (Belanda) dan forrest 

(Inggris). Forrest merupakan dataran tanah yang bergelombang dan dapat 

dikembangkan untuk kepentingan diluar kehutanan, seperti pariwisata. Di dalam 

hukum Inggris kuno, forrest (hutan) adalaJ1 suatu daerah tertentu yang tanalmya 

ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan. 

Hutan Indonesia yang mencakup 63 % dari luas daratan merupakan karunia 

dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang tak temilai.27 Nega.ra sebagai penguasa 

sumber daya hutan secara keseluruhan harus mampu mengelola secara benar 

sehingga memberikan manfaat serbaguna bagi kesejahteraan masyarakat 

Indonesia maupun kemaslahatan u1nat manusia di dunia. Karenanya, sumber daya 

hutan \Vajib disyukuri, diurus, dimanfaatkan secara optimal dan dijaga 

kelestariannya untuk sebesar-besamya kemakmuran rakyat bagi generasi sekarang 

maupun generasi mcndatang. 

Pengelolaan hutan secara baik didasarkan pada hakekat hutan yang merupakan 

kekayaan sekaligus aset potensial bagi pembangunan nasional yang mencakup 

berbagai bidang. Sementara disisi lain dari aspek tinjauan lingkungan hidup hutan 

tropis Indonesia yang sangat luas mempunyai fungsi sebagai salah satu paru-paru 

kehidupan dunia. 

Kclestarian hutan tropis bukan hanya menjadi kepentingan bangsa Indonesia 

sendiri, melainkan juga menjadi kepentingan bangsa-bangsa di seluruh dunia. 

Artinya pengelolaan hutan di Indonesia harus mcnjamin pemeliharaan kcamanan 

27 
Rahmi I lidayati D; Charles Cl 1 ·rarnbunan: Agung Nugmha: l\\'llll J\minidin. 

Pemberantasan Illegal l<Jgglng Dan Penyelunt/111"'" K<1)'11: Ale111tj11 Kell!stariun lf11ta11 Dt111 
Peningkatan Kinerja Sektor Keh111anan, (Bantcn: Wann J\ksum. Oantcn, 2013), hnl, 30 
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dari keseluruhan flora dan fauna yang ada di dalarn ka\vasan hutan Negara. Hal ini 

ditujukan agar sumber daya hutan mampu n1cn1berikan daya dukung lingkungan 

secara menyeluruh dan berkelanjutan bagi kclangsungan hidup dan kehidupan 

urnat manusia di dunia yang mencakup batasan lintas generasi maupun lintas 

teritori. Arti penting sumber daya hutan yang teramat luas bagi kelangsungan 

hidup umat manusia secara lintas teritori tersebut menjadi kewajiban bersama 

seluruh umat manusia di dunia untuk menjaga dan mempertahankan kelestarian 

fungsi sumber daya hutan. 

Hutan secara hakiki memiliki tiga kelestarian fungsi utama, yaitu kelestarian 

fungsi ekologi, ekonomi dan sosial. Kelestarian fungsi ekologi hutan adalah 

menjaga kelestarian dan menjadi penyangga keseimbangan ekosistem kehidupan 

masyarakat dunia. Selanjutnya fungsi ekonomi hutan adalah menjadi sumber 

pendapatan keuangan dan devisa Negara. Sementara secara sosial hutan berfungsi 

sebagai penyedia lapangan kerja dan sumber pemenuhan kebutuhan hidup 

masyarakat. Hutan sebagai salah satu sistem penyangga kehidupan dan sumber 

kemakmuran rakyat dalam realitasnya terus mengalami penurunan kondisi. Dalam 

kurun waktu yang tidak terlalu panjang telal1 terjadi perusakan hutan yang cukup 

signifikan diseluruh Indonesia. 

Dari data terakhir disebutkan kerusakan hutan telah mencapai cakupan l 01,73 

juta hektar. Artinya, kerusakan hutan telah benar-benar melumpuhkan potensi 

sekaligus salah satu pondasi perekonomian bangsa. Oleh karena itu mcnjadi 

kesepakatan bersama untuk mempertahankan kelestarian sumber daya hutan 

secara optimal melalui penjagaan daya dukungnya secara lestari, diurus dengan 

akhlak, adil, arif, bijaksana, terbuka dan bertanggungja\vab. 

25 
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Hutan berdasarkan fungsinya adalah pcnggolongan hutan yang didasarkan 

pada kegunaannya (Pasal 6 sampai dengan Pasal 7UU Non1or 4 I Tahun I 999). 

Hutan ini dapat digolongkan menjadi tiga macam yaitu, 

Pertama Hutan konservasi. Hutan konservasi adalah ka\vasan hutan dengan 

ciri tertentu yang mempun}¥ai fungsi pokok penga\vetan keanekaragarnan 

tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Hutan konservasi terdiri atas tiga 

rnacam, yaitu, Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu 

yang mempunyai f ungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman 

tumbuhan dan sat\va beserta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah 

sistem penyangga kehidupan. Ka\vasan hutan pelestarian alam adalah hutan 

dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem 

penyangga kehidupan penga\vetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan sat\va, 

serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. 

Taman buru adalah ka\vasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat \Visata 

berburu. Kedua Hutan lindung. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang 

mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan 

untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi 

(penerobosan) air taut, dan memelihara kesuburan tanah. Ketiga Hutan produksi. 

Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok 

memproduksi hasil hutan. 

Hutan menurut Dengler adalah sejumlah pepohonan yang tumbuh pada 

lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin dan 

sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi olch 
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tumbuhtumbuhan/ pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas 

dan tumbuhn)'a cukup rapat (horizontal dan vertikal).28 

Menurut Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pasal 5 

Hutan berdasarkan statusnya adalah suatu pembagian hutan yang didasarkan pada 

status (kedudukan) antara orang, badan hukum, atau institusi yang melakukan 

pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan. Dalam hal ini, hutan berdasarkan 

statusnya dibagi dua macam yaitu, Pertama Hutan negara adalah hutan yang 

berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Yang termasuk dalam 

kualifikasi hutan negara adalah, Hutan adat yaitu hutan negara yang diserahkan 

pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat (rechtgenzeenschap), yang 

dimana \vtlayah indikatif hutan adat adalah \Vilayah hutan adat yang berada pada 

ka,vasan hutan Negara yang belum mempcroleh produk hukum dalam bentuk 

Peraturan Daerah namun \Vilayahnya tetap di tetapkan oleh Bupati/walikota 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang 

Penyelenggaraan Kehutanan pasaJ I ayat 71. Latu Hutan desa adaJah hutan negara 

yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Kedua, 

Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak milik lazim di 

sebut hutan rakyat. 

Ada beberapa unsur yang terkandung dari definisi hutan diatas, yaitu, Unsur 

Japangan yang cukup luas yang disebut tanah hutan, Unsur pohon (kayu, bambu, 

palem), flora dan fauna, Unsur lingkungan, dan Unsur penetapan pemerintah. 

Unsur pertama, kedua dan ketiga membentuk persckutuan hidup yang tidak dapat 

dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pcngertian hutan disini, n1enganut konscpsi 

211 Salim I J.S. Dasar-Dasar I lukum Kchutnn:m, (Jnknrtn: Sinnr Gmfikn. 2014 ). I lnl. 40 
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hukum secara vcrtikal, karena antara lapangan (tanah), pohon, flora dan fauna, 

beserta Iingkungannya 1nerupakan satu kesatuan yang utuh.29 

Adanya penetapan Pemerintah mengenai hutan 1ne1npunyai arti yang sangat 

penting, karena dengan adanya penetapan pemerintah tersebut, kedudukan hutan 

menjadi sangat kuat. Ada dua arti penting Penetapan Pemerintah tersebut yaitu, 

Agar setiap orang tidak sewenang-wenang untuk membabat, menduduki dan atau 

mengerjakan kawasan hutan dan Mewajibkan kepada Pemerintah melalui Menteri 

kehutanan untuk mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan, dan penggunaan 

hutan sesuai denganungsinya, serta menjaga dan melindungi hutan. Tujuan 

perlindungan hutan adalah untuk menjaga kclestarian dan fungsi hutan, serta 

menjaga mutu, nilai, dan kegunaan hasil. 

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bah\va hutan merupakan suatu ka\vasan 

yang biasanya ditumbuhi oleh pepohonan dan tumbuhan yang beraneka ragam. 

Sehingga hutan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida, dan sebagai 

tempat berlindung bagi he\van. 

2.6.2 Pembagian Pibak Pelaku Illegal Loggi11g 

Pelaku Illegal logging atau penebangan pohon secara tidak sah dapat 

dikelompokkan menjadi dua bagian, diantaranya yaitu: 

a. Penebangan liar (illegal logging) ini dilakukan oleh orang yang tidak memil iki 

izin dari pihak yang berwenang, dan biasanya ini dilakukan oleh 1nasyarakat 

kecil, yang mana kayu hasil penebangan liar tersebut dijual kcpada pcnadah 

hutan. 

29 Ibid l-Ial.41 
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b. Penebangan liar (illegal logging) dilakukan oleh orang yang memiliki izin dari 

pihak yang benvenang tetapi disini dalam rnelakukan penebangan tersebut 

tidak sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan, dapat dikatakan bahwa 

dalam melakukan penebangan pohon ini pelaku cenderung merusak hutan, 

misalnya yaitu menebang pohon diluar konsekuensinya (over cutting), 

kemudian juga kolusi dengan aparat yang bersangkutan dan bahkan 

melakukan pemalsuan dokumen atau surat serta manipulasi suatu kebijakan.30 

2.6.3 Unsur-Unsur Illegal Logging 

Berdasarkan Undang-Undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pemberantasan dan 

Pencegahan Perusakan Hutan, maka disini dapat ditemukan unsur-unsur yang 

dapat dijadikan dasar hukum bagi pelaku tindak pidana penebangan liar ini 

(illegal logging) diantaranya yaitu:31 

a. Setiap orang pribadi maupun badan hukum dan atau badan usaha; 

b. Melakukan perbuatan yang dilarang baik karena sengaja maupun karena 

kealpaannya; 

c. Menimbulkan kerusakan hutan. dengan cara-cara seperti merusak prasana dan 

sarana perlindungan hutan dan kegiatan yang keluar dari ketentuan perizinan 

sehingga merusak hutan 

d. Melanggar batas-batas tepi sungai, jurang., dan pantai yang ditentukan 

Undang-Undang. 

e. Menebang pohon tanpa izin. 

30Suriansyah Murhaini, H11frun1 lceh11ta11an, (Yogyokana: Loksbang Grnfiku. 2018). h:il. 2 
31 Marpaung Lcdcn, 1'indak Picla11a l.l11~k1111ga11 llidup, (Jnknrtn. Sinar Gmlikn,2017). 

I lal.12 
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f. Menerima., membeli atau menjual, mcncrima tukar, mcnerima titipan, 

menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau pat11t diduga 

sebagai hasil hutan ilegal. 

g. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa Swat Keterangan 

Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). 

h. Membawa alat-alat berat dan alat-alat lain pengelolaan hasil hutan tanpa izin. 

Unsur-unsur tindak pidana yang terkait dengan kegiatan illegal logging dalam 

Undang-Undang diatas antara lain perbuatan baik sengaja maupun karena 

kelalaian yang mengakibatan kerusakan terhadap hutan atau ka\Vasan dan 

ekosistemnya. Namun ketentuan tersebut khusus pada ka\vasan suaka alam dan 

taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata. Perbuatan baik sengaja 

maupun karena kelalaian mengambil, menebang, memiliki, merusak, 

mcmusnahkan memelihara, mengangkut, memperniagakan dan menyelundupkan 

hasil hutan. Namun ketentuan tersebut khusus terhadap hasil hutan berupa 

turnbuhan yang dilindungi yaitu jenis spesies tertentu yang terancam kepunahan 

(penjelasan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1990).32 

2.6.4 Ketentuan Um um Ten tang Illegal Logging. 

Tindak pidana terhadap kehutanan adalah tindak pidana khusus yang diatur 

dengan ketentuan pidana. Ada dua kriteria yang dapat menunjukkan hukum 

pidana khusus itu, yaitu pertama, orang-orangnya atau subjeknya yang khusus dan 

kedua perbuatannya yang khusus (bijzonder lijk feiten). Hukum pidana khusus 

yang subjeknya khusus maksudnya adalah subjek atau pelakunya yang khusus 

seperti hukum pidana militcr yang hanya untuk golongan militer. Kcdua, hukum 

32 Ibid. hal. 9. 
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pidana yang perbuatannya yang khusus maksudnya adalah perbuatan pidana yang 

dilakukan khusus dalam bidang tertentu sepcrti hukum fiskal yang hanya untuk 

delik-delik fiskal. Kejahatan illegal loggi11g merupakan tindak pidana kl1usus yang 

dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu untuk delik-delik 

kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu. 33 

Penjelasan mengenai tindak pidana Illegal logging secara tegas tidak dapat 

clitemukan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 ten tang Pemberantasan dan 

Pencegahan Perusakan Hutan, tetapi illegal logging dapat diartikan sebagai 

tindakan yang dapat merusak hutan, dan mengenai perusakan hutan ini telah 

diuraikan ke dalam pasal 50 ayat (2) Undang-Undang .. No. 4 I Tahun. I 999. 

Bahwa perusakan hutan menurut Undang-Undang No. 41 tahun 1999 dalam 

penjelasan Pasal 50 ayat (2), yaitu bah\va:34 "Yang dimaksud dcngan kcrusakan 

adalab terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan 

hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya." 

Illegal logging ini menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang 

Kebutanan dirumuskan dalam Pasal 50 dan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 

78. Bahwa yang menjadi landasan adanya suatu perbuatan illegal logging adalah 

karena terwujudnya hutan yang rusak. Unsur-unsur tindak pidana yang terkait 

dengan kegiatan i1Jegal Jogging dalam Undang-Undang diatas diantamya yaitu: 

Pertama, perbuatan baik sengaja inaupun karena kelalaian yang mengakibatan 

kerusakan terhadap hutan atau kawasan dan ckosistenmya. Namun kctentuan 

"Muladi, Kapita Selc/aa Siste111 Pcradilan l'ldana, (Semarang: BP UNDIP, 2015). hat. 
45. 

31 
----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 4/9/25 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)4/9/25 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA 

Kristoper - Efektivitas Penegakan Hukum Di Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Menanggulangi Illegal Logging…

 



tersebut khusus pada ka\vasan suaka alam dan taman nasional, taman hutan raya 

dan taman \Visata. 

Kedua, perbuatan bailc sengaja maupun karena kelalaian mengambil, 

menebang, memiliki, merusak, memusnahkan memelihara, mengangkut, 

memperniagakan dan menyelundupkan basil hutan. Namun ketentuan tersebut 

l<l1usus terhadap hasil hutan berupa tumbuhan yang dilindungi yaitu jenis spesies 

tertentu yang terancam kepunahan.35 

Apabila dilihat dari sudut ilmu hukum pidana menurut Marpaung 

bahwasannya terdapat kerancuan dalam penctapan sanksi pidana yang berat 

terhadap hutan, karena sangat jarang dimuat dalam Peraturan Pemerintah dan 

memang pada dasarnya tindak pidana serta sanksinya dijelaskan dalam Unda.ng-

Undang sedangkan tindak pidana terhadap hutan itu sendiri diatur dalam PP No. 

28 Tahun 1995 tentang Perlindungan Hutan clan pada Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Kehutanan. Pengaturan sanksi 

pidana yang ditetapkan dalam PP No. 28 Tahun 1995 ini sebenamya merupakan 

penjabaran dari Pasal 19 ayat ( I) Undang-Undang No.5 Tahun 1967 tentang 

Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan yang berbunyi: "peraturan pelaksanaan 

dari Undang-Undang ini dapat memuat sanksi pidana, berupa hukuman pidana 

penjara atau kurungan dan/denda." Maka dari itu, dalam rnenetapkan PP No. 28 

Tahun I 985 ini sebagai dasar hukum dalam penerapannya harus selalu di joncto-

kan dengan Pasal 19 Undang-Undang No.5 Tahun 1967. Namun demikian dengan 

adanya Undang-Undang No.41 Tahun 1999 kerancuan tersebut bisa diatasi. 

35 Mien Rukmini, As~k //11/u1111 l 'i,/0110 <Ian Krll11/1tol11J:i (.~·bualt 011111:0 Rfllll/Xll), 

(Bandung: Alumni, 2019) hal. 67. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.l Waktu dan Tempat Penelitian 

3.1.1 Waktu Pcnelitiao 

\Vaktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat, yaitu sekitar bulan Juli 

2023 setelah diadakannya seminar outline pertama dan setelah dilakukan 

perbaikan seminar proposal pertama. 

Tabet: I 

Bulan I Tahun 2023-2024 
No Kegiatan 

Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Nov Des Jan Feb Mar Apr 

I Peagajuan Judul 

2 Penulisan 
. 

Proposal 
-

3 Seminar Proposal 
-• 

4 Perbaikan 
. . 

Proposal • 

s Seminar Hasil 

6 Bimbingan 

Skripsi 
• 
I 

7 Pengajuaa Berk as • 

Meja Ilijau I 
8 Sidang I 

I 
I 
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3.1 .2 Tempat Penelitian 

Penelitian diadakan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi 

Sumatera Utara untuk mendapatkan hasil data ya.ng diperlukan, yang dimana 

Provinsi Surnatera Utara adalah Hutan yang rimbun dan memiliki tanah yang luas 

tintuk pepohonan yang memiliki potensi terjadinya Illegal Logging. 

3.2 Metodologi Peoelitiao 

3.2.1 J enis Penelitian 

Adapun jenis penelitian hukum adalah yuridis normatif, meneliti dan 

mengkaji tentang hukum sebagai norrna, aturan, asas hukum, prinsip hukum, 

doktrin hukum, dan kepustakaan hukum lainnya untuk menja\vab permasalahan 

hukum yang diteliti. Jcnis penelitian ini merupakan studi dokumen yang 

menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, 

asas dan perinsip hukum, teori hukurn, serta doktrin/pendapat para ahli hukum.36 

Berkaitan dengan hal itu, maka jenis penelitian yang digunakan adalah 

data sekunder, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbemya baik melalui 

laporan, dokumen tidak resmi dan buku-buku kemudian diolah kembali oleh 

peneliti yang berhubungan dengan penerapan keadilan restoratif dalam menangani 

Tindak Pidana Illegal Logging serta permasalahan-permasalahan yang menjadi 

objek penelitian. 

3.2.2 J enis Data 

Jenis data yang digunakan adalah data sekundcr yaitu data yang diperolch 

langsung dari sumbemya baik melalui laporan, dokumcn tidak resmi dan buku­

buku kemudian diolah kembali oleh pencliti yang berhubungan dcngan Tindak 

36 Peter Mahmud Marzuki, l'cnclitfan J/11k11111, (Jak'1\rtn: Kcnennn, 2017). hot. 47. 
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Pidana Illegal logging yang berada di Provinsi Sumatera Utara serta 

permasalahan-permasalahan yang menjadi objek penelitian, yang terdiri dari: 

a) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum yang terdiri dari UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pokok­

Pokok Kehutanan, dan Inpres Rl No.5 tahun 200 I tentang Pemberantasan 

Penebangan Kayu Ilegal (Illegal Logging), Peraaturan Pemerintah RI Nomor 23 

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan 

ilegal dan Undang-Undang RI No. I 8 tahun 2013 ten tang Pencegahan dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan. 

b) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum yang terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar atau yang terdiri dari buku, 

tulisan ilmiah, internet dan studi pustaka, bahan dokumen pribadi atau pendapat 

dari kalangan pakar hukum sepanjang sesuai dengan objek penelitian ini. 

c) Bahan Hukum Testier 

Semua dokumen yang berisi dari konsep-konsep dan keterangan-keterangan 

yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukl.1m sekunder seperti kamus, 

artikel, dan sebagainya. 

3.2.3 Teknik Pcngumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang cli lakukan clalam pcnelitian ini adalah 

dengan cara sebagai berikut: 
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a) Penelitian kepustakaan (library Researc/1). Mctode ini dengan mclakukan 

pene\itian terl1adap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu 

buku-buku teori tentang hukum, majalah l1uku1n, jumal-jumal hukum dan juga 

bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana. 

b) Penelitian lapangan (Field Research) yaitu dengan melakukan penelitian 

Jangsung ke lapangan, dalam hat ini penulis langsung melakukan studi pada 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Dengan 

mengambil data melalui wawancara dengan Bapak/Ibu Dinas Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara berhubungan objek penelitian. 

3.2.4 Annlisis Data 

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian 

menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan 

pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat 

ditemukan tema dan dapat dirumuskan seperti yang disarankan oleh data. 

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah non 

statistic, analisis non statistik ini dilakuka.n dengan kualitatif. "Penelitian kualitatif 

yaitu data yang tidak berbentuk angka yang dapat di peroleh dari rekaman, 

pengamatan, \Vawancara, atau bahan tertulis (UU, dokumen, buku,dan 

sebagainya) yang berupa ungkapan-ungkapan verbal."37 

Mengenai kegiatan analisis ini dalam pcnelitian ini adalah mengklasifikasi 

pasal-pasal dokumen sampel ke kategori yang tepat. Setelah analisis data selesai, 

maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif sesuai data yang dipcroleh. 

37 Suteld, Taufani Gnlung. Mctodologi P~-ncli1ian l lukun1 (Filsnfut. T~'Ori dnn Pn1ktik}. 
(Depok: PT RajaGrafindo Pcrsadn. 2018}, h:il. 213. 

36 
----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 4/9/25 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)4/9/25 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA 

Kristoper - Efektivitas Penegakan Hukum Di Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Menanggulangi Illegal Logging…

 



• 

Data kualitatif yang diperoleh secara sistc1natis dan kcmudian substansinya 

dianalis is untuk memperoleh ja,vaban tentang pokok permasalahan yang akan 

dibahas dalan1 penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mcndapatkan jawaban 

yang pasti dan hasi l yang akurat. 

• 
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BABV 

PENUTUP 

5.t SIMPULAN 

1. Upaya Hukum Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Sumatera 

Utara Melakukan Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Menanggulangi Illegal 

Logging Di Povinsi Sumatera Utara. Upaya preventif adalah merupakan suatu 

usal1a penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada pencegahan/penanganan 

atau pengendalian sebelum terjadinya tindak pidana illegal logging. Usaha 

represif merupakan suatu usaha yang lebih bersifat pada 

penindasan/pemberantasan atau penumpasan setelah tindak pidana illegal logging. 

Pengaturan Undang-Undang tentang tindak pidana Illegal Logging diatur pada 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan 

Pengrusakan Hulan. 

2. Faktor-faktor penghambat pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Provinsi Sumatera Utara dalam menanggulangi Illegal Logging di Provinsi 

Sumatera Utara yaitu, Lemahnya Koordinasi antar penegak hukum menyebabkan 

munculnya tarik menarik kewenangan dalam penyidikan perkara tindak pidana 

Illegal Logging yang pada akhimya bermuara pada situasi disharmonis antnr 

lembaga penegak hukum dan mengakibatkan tidak sinerginya sub sistcn1 

pcradilan pidana dalam menanggulangi tindak pidana Illegal logging, f.1ktor 

meningkatnya Modus Operandi pelaku Illegal Logging dikarcnakan kurangny'1 

personil yang mclakukan patrol maka mudahnya rnclakuknn 1nodus tcrscbut. 

Kurangnya sarana dan prasarana kebanyakan kcndarann yang din1iliki olch Polisi 
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Kel1utanan hanya berupa kendaraan biasa yang hanya dapat digunakan pada jalan 

yang kondisi baik, sedangkan jalan menuju ka\vasan hutan tersebut rata-rata 

dalam kondisi buruk dan harus dilalui dengan kendaraan khusus, terlebih pada 

saat musim hujan, dan keterbatasan dana Biaya penanganan perkara masih relatif 

minim dibanding kebutuhan yang harus dipenuhi aparat penegak hukum untuk 

memperkuat alat bukti. Misalnya, menghadirkan seorang ahli. 

5.2 Saran 

1) penulis menyarankan kepada Pemerintah Pusat dan Para Pembuat Kebijakan di 

Negara Indonesia khususnya di Bidang Kehutanan agar menambah jumlah 

person ii Polisi Kehutanan dan jumlah sarana dan prasarana yang diperlukan. 

Sehingga penanggulangan tindak pidana illegal loggi11g di Provinsi Sumatera 

Utara sebagai tempat \visata dan \Varisan dunia dapat berjalan dengan baik 

demi menjaga kelestarian kawasan hutan dan mencegah terjadinya tindak 

pidana illegal logging di Provinsi Sumatera Utara. 

2) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara harus 

melibatkan masyarakat dalam upaya menanggulangi tindak pidana illegal 

logging mengingat kewajiban untuk menjaga hutan tidak hanya scmatamata 

ke,vajiban pemerintah akan tetapi juga kewajiban dari selun1h rakyat 

khususnya di Provinsi Sumatera Utara. 

60 
----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 4/9/25 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)4/9/25 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA 

Kristoper - Efektivitas Penegakan Hukum Di Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Menanggulangi Illegal Logging…

 



DAFTAR PUST AKA 

A. BUKU 

Abdul Muis Yusuf, Mohamad Taufik Makarawo, (20 14). Huk11111 Kehutanan di 

/11donesia, Jakarta: Rineka Cipta. 

AL. Wisnu Wisnubroto, (2015) Kebijakan Hukum Pidana Oalam Penanggulangan 

Penyalahgunaan Komputer, Yogyakarta: Univcrsitas Atmajaya. 

Barda Nawawi Arief, (2013) Kebijakan Huk11m Pidana, Bandung: PT. Citra 

Aditya Bakti, 

Barn bang Sutiyos, (20 15) Refor111asi Keadilan dan Penegakan Hukz1111 di 

Indonesia, Yogyakarta: Ull Press 

Lihat Sukardi, (2014) Illegal Logging Dala111 Perspektif Politik Huk11111 Pidana 

(Kasus Papua), Yogyakarta Universitas Atmajaya. 

Fence Wantu ,(2014), Kepastian Hukun1, Keadilan, dan Kemanfaatan ( 

ln1plen1entasi Dalan-1 Proses Peradilan Perdata), Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar 

Mardjono Reksodipuro, (2014) Kri111inologi dan Siste111 Peradilan Pidana 

Kumpulan Karangan Buku Kedua, Jakarta: Pusat Pelayanan Kead ilan dan 

Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia. 

Marpaung Leden, (2017) Tindak Pidana Lingkz1ngan Hidup, Jakarta, S inar 

Graflka. 

Muladi, (2015) Kapila Sele/eta Sisten1 Peradilan Pidana, Semarang: BP UNDIP. 

Mien Rukmini, (2019) Aspek H11kun1 Pidana dan Kri111il1ologi (Sebua/1 81111gn 

Ran-1pai}, Bandung:Alumni. 

61 

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 4/9/25 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)4/9/25 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA 

Kristoper - Efektivitas Penegakan Hukum Di Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Menanggulangi Illegal Logging…

 



• 

Peter Mahmud Marzuki, (20 19) Pene/itian H11k11111, Jakarta: Kencana. 

Rahmi Hidayati D. dkk, (2016) Pe1nberantasan Illegal Logging da11 

PenJ1e/ud11pan Kayu: Melalui Kelestariarz Hutan dan Peningkatan Kinerja 

Sektor Keh11tanan, Tanggerang: Wana aksara. 

Raluni Hidayati D; Charles CH Tambunan; Agung Nugraha; I wan Aminidin, 

(20 I 3) Pe111berantasan Illegal Logging Dan Penyelund11pan Kayu: Menuj11 

Kelestarian Hulan Dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan, Banten: 

Wana Aksara, Banten, 

Shant Dellyana, (20 I 6) Konsep Penegakan H11ku111, Yogyakarta: Libery. 

Salim, (2011) Ka111us lndor1esia lnggris, Modem English Press, Jakarta: Modern 

English Press. 

Salim H.S, (2014)Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Jakarta: Sinar Grafika 

Suriansyah Murhaini, (2018) Hukum kehutanan, Yogyakarta: Laksbang Grafika. 

Soerjono Soekanto, (2014) Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UIP. 

Suteki, Taufani Galang, (2018) Metodo/ogi Penelitia11 H11/at111 (Filsafat, 

Teori dan Praktik}, Depok: PT RajaGrafindo Persada. 

Salim, dalam sukardi, (2015) Illegal Logging. Dalam Perspektif Po/itik Huk11111 

Pidana (kasus papua), Universitas At111a Jaya, Yogyakarta: cetakan 

pertama. 

Sukarman, E. Suryani, A. Dariah, M. Anda, E. Prati\vi, L.N. Nurida, D. Sutono, 

Erfandi, Kasno, Las, (2015) Penanganan lahan Relokasi Pe11,gu11gsi 

Sinabung Di Siosar, Kabupaten Karo, S11n1atera Utara Jnknrtn:Badan 

Penelitian dan Pengembangan Pertanian. 

Satjipto Rahardjo, (2014) Huku1n dan Masyarakat, (Bandung: Angkasa. 

62 

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 4/9/25 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)4/9/25 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA 

Kristoper - Efektivitas Penegakan Hukum Di Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Menanggulangi Illegal Logging…

 



Soerjono Soekanto, (2014) Faktor-Faktor Yang /ltfe111pengar11hi 

Penegeakan Huku111, Cetakan Keli111a, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 

Suriansyah Murhaini, (2018) Huku111 keh11ta11a11, Yogyakarta: Laksbang 

Grafika 

S.R. Sianturi, (2012) Asas-asas Hukun1 Pidana di Indonesia dan 

Pe11era1111ya, Jakarta: Alumni AHM-PTHM. 

Tongat, (2012) Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Malang: UMM Press. 

Wahyu Catur Adinugroho, (2015) 'Penebangan Liar (Illegal Logging) sebuah 

bencana bagi dunia kehutanan Indonesia yang tak kunjung terse/esaikan,' 

Bogor: IPB 

B. Pcruodang-Uodangan 

UUD 1945 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

. 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP) 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan 

Pengrusakan Hutan 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pcngelolaan 

Lingkungan Hidup. 

Undang-Undang Nomor 4 I Tahun I 999 Tentang Pokok-Pokok Kehutanan 

Jnpres RI No.5 tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebagan Kayu !legal (//lc·.'!al 

Logging) clan Peredaran Hasil Hutan illegal 

63 

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 4/9/25 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)4/9/25 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA 

Kristoper - Efektivitas Penegakan Hukum Di Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Menanggulangi Illegal Logging…

 



Pemtumn Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Kehutanan 

C. Jurnal 

Batnbang Tri Bawono dan Anis Mashdurohatun, (2015), Penegakan 

H11/..11n1 pidana di Bidang Illegal Logging bagi kelestarian Li11gkungan Hidup dan 

up<J)·a pet1ganggulangannya, Jurnal Hukum, UniszJ!a Vol,26, No. 2, 

Bambang Tri Bawono dan Anis Mashdurohatun, (2011) Penegakan 

Hu/..'tinl pidana di Bidang Illegal Logging bagi kelestarian Lingkungan Hidup dan 

irpa;1a penganggulangannya, Jurnal Hukum, Vol,26, No. 2, 

Novita Eleanora Fransiska, (2012), Tindak Pidana Illegal Logging 

Men11n1t Undang-U11dang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jumal Hukum ADIL Universitas MPU Tantular 

Jakarta, Vol. 3, No. 2, 

Hadlian RiJo Prabowo, (2023) Penegakan Hukum Pidana Dalam 

Menanggulangi Kejahatan Tindak Pidana Hasil Illegal Logging Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pencegahan 

Hutan, Dinamika Hukum, Vol 14, No. l, 

D. Website 

Down to Earth, No. 53/54, Agustus 2002, Nota Kesepahan1an (1\10U) 

!ndonesia-lnggris n1engenai Penebangat1 Kayu Liar, dari Webpage 

httg://'<VW\V .dtc.gn.apc. Org/53iMo.htm: 2002/08/ 11 ( dikutip: tanggal 20 fcbrunri 

2023, Pada pukul 17:52 wib) 

64 
----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 4/9/25 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)4/9/25 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA 

Kristoper - Efektivitas Penegakan Hukum Di Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Menanggulangi Illegal Logging…

 




